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INDONESIA DAN HAM: DEMOKRASI DAN PLURALISME DALAM BAHAYA 
 

Paris-Jakarta, 10 Februari 2011. Federasi Internasional untuk Hak Azasi Manusia (FIDH - The 
International Federation for Human Rights), sebuah LSM internasional dengan 164 anggota 
perserikatan di seluruh dunia, KontraS dan Imparsial, dua LSM HAM terkemuka di Indonesia, pada 
hari ini meluncurkan sebuah laporan mengenai HAM di Indonesia, dengan fokus khusus pada situasi 
berbahaya yang dihadapi kaum minoritas, baik itu agama, etnis, ataupun orientasi seksual. Laporan 
berjudul Shadows and Clouds: Human Rights in Indonesia—Shady Legacy, Uncertain Future (Bayang-
Bayang dan Mendung: Hak Azasi Manusia di Indonesia—Warisan Kelam, Masa Depan yang Tak Pasti), 
laporan ini diluncurkan hanya beberapa hari setelah serangan biadab pada tanggal 6 Februari atas 
komunitas Ahmadiyah di Provinsi Banten yang mengakibatkan tiga orang tewas, juga serangan pada 
tanggal 9 Februari terhadap beberapa gereja di Temanggung, Jawa Tengah. 

 

Laporan ini menawarkan analisis rinci mengenai meningkatnya diskriminasi yang dihadapi oleh kaum 
minoritas di Indonesia dan selalu lemahnya tindakan dari pihak berwajib. Serangan terhadap kaum 
minoritas, khususnya terhadap jemaah Ahmadiyah, seringkali terjadi di hadapan polisi, yang tetap 
bersikap pasif; sangat sedikit serangan yang ditindaklanjuti penahanan dan tindakan hukum terhadap 
pelaku; aparat seringkali menyalahkan para korban dari pada pelaku, sehingga secara publik 
melegitimasi dan merestui pelaku kekerasan; sistem peradilan sayangnya tak memadai untuk mengganti 
kerugian para korban. Pihak berwenang di Indonesia membiarkan iklim intoleransi tumbuh di negara ini, 
sehingga membahayakan struktur sosial dan religius di Indonesia yang sesungguhnya secara tradisional 
pluralistik; dan mengikis institusi demokratis yang masih rapuh di negeri ini. 

 

FIDH, Imparsial dan KontraS memandang situasi di Papua sebagai salah satu pertanda bahwa pihak 
berwajib berwajah ganda; kendati beberapa langkah yang diambil untuk mematahkan lingkaran 
impunitas di provinsi terpencil banyak dipublikasikan, sayangnya pelanggaran HAM tetap terjadi di 
Papua sebagai isu politik yang hanya dianggap sebagai persoalan keamanan. 

 

Lebih umum lagi, walaupun sudah terjadi perbaikan dalam catatan HAM sejak 1998, laporan ini 
menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menghadapi sebuah kesenjangan yang 
makin melebar antara komitmen publik terhadap HAM dan implementasinya secara de facto. “Aparat 
berwajib di Indonesia pada saat ini mengidap schizophrenia—retorika mengawang-awang tentang HAM 
di satu sisi, tapi sangat kurangnya tindakan untuk menjamin perlindungan atas hak-hak tersebut di sisi 
lain,” demikian menurut Anne-Christine Habbard, charge de mission untuk FIDH dan penulis laporan ini. 
Memang laporan ini menemukan bahwa Indonesia terus-menerus menghadapi tantangan serius 
terhadap HAM, termasuk impunitas di dalam tubuh aparat keamanan negara, kebijakan-kebijakan 



 

 

mengekang yang tidak konsisten dengan kewajiban internasionalnya mengenai HAM, peradilan yang 
perlu diperkuat, dan sikap pasif yang sama dengan keterlibatan dalam menangani kekerasan yang 
dilakukan oleh aktor non-negara (non-state actors).  

 

“Indonesia harus menyelaraskan dasar bagi keadilan dan penegakan hukum dengan cara memerangi 
impunitas terhadap pelanggaran HAM di masa lalu dan sekarang, menyelesaikan persoalan diskriminasi 
agama dan melaksanakan reformasi yang sulit namun diperlukan untuk memperbaiki institusi-institusi 
demokratisnya—langkah-langkah penting ini akan membantu mengantarkan Indonesia ke dalam 
komunitas global negara-negara yang menghormati hak azasi manusia yang mendasar dan kebebasan,” 
demikian menurut  Souhayr Belhassen, Presiden FIDH.  

 

“Pemerintah telah gagal melindungi HAM, terbukti dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan, seperti 
penyiksaan di Papua dan kekerasan yang mengatasnamakan agama,” ujar Al Araf, Direktur Program di 
Imparsial. “Pihak berwenang harus menunjukkan keseriusan komitmen mereka terhadap HAM yang 
menuntut dipatahkannya lingkaran impunitas untuk pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada sekarang 
dan di masa lalu.”  

 

Haris Azhar, Koordinator Eksekutif Nasional KontraS, mengatakan bahwa 12 tahun lalu Indonesia telah 
melalui apa yang kini tengah dialami oleh Mesir. “Secara ideal, kita seharusnya sudah memiliki berbagai 
elemen demokratis saat ini. Akan tetapi, kekerasan masih dilakukan oleh agen-agen negara dan polisi, 
atau di tengah operasi militer seperti yang terjadi di Papua atau di dalam tahanan. Ancaman terhadap 
pembela HAM juga tetap membayangi sebab hal tersebut tidak pernah ditangani secara serius oleh 
negara.”  

 

Terkait temuan-temuan dalam laporan ini, FIDH, Imparsial dan KontraS membuat sejumlah rekomendasi 
untuk pihak-pihak berwenang di Indonesia, diantaranya:  

 Segera melaksanakan investigasi yang efektif, transparan, independen dan tidak berat sebelah 
terhadap semua insiden-insiden penyerangan terhadap minoritas yang belakangan terjadi, dan 
segera menghukum para pelaku;  

 Segera memulai dialog polotik dengan semua pihak dalam isu Papua;  

 Menjamin langkah-langkah implementasi berarti untuk melindungi para pembela HAM, 
kelompok-kelompok anti korupsi dan para jurnalis dalam pekerjaan mereka; dan  

 Mengambil berbagai langkah yang dibutuhkan, legal, administratif dan sebagainya, untuk 
mencegah kelompok-kelompok pelaku kekerasan untuk mengganggu, mengintimidasi dan 
menyerang kelompok-kelompok rentan.  

 

Laporan lengkap dapat diunduh di:  

http://www.fidh.org/SHADOWS-AND-CLOUDS-Human-Rights-in-Indonesia     
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